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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku 

yang berjudul Pendidikan Antikorupsi ini telah dapat di terbitkan untuk 

dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Maraknya kasus korupsi yang 

terjadi beserta dampak yang ditimbulkannya telah membuka mata 

masyarakat luas akan pentingnya upaya pencegahan di samping upaya 

tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu 

upaya pencegahan tersebut adalah mengenalkan nilai-nilai antikorupsi 

sejak dini secara konsisten dan berkesinambungan melalui pendidikan 

antikorupsi, baik secara formal maupun informal.  

Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada 

zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi 

tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua 

elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang 

juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. 

Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan 

sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi 

bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan 

terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan 

secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. 

Pendidikan antikorupsi ini sangat penting bagi perkembangan psikologis 

siswa.  

Pola pendidikan yang sistematik akan mampu membuat siswa 

mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi termasuk 

sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi. Dengan begitu, akan 

tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-

bentuk korupsi dan tahu akan sanksi yang akan diterima jika melakukan 

korupsi. Sehingga, masyarakat akan mengawasi setiap tindak korupsi yang 

terjadi dan secara bersama memberikan sanksi moral bagi koruptor. 

Pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan 
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mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi 

mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap 

setiap bentuk korupsi.  

Mentalitas antikorupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar 

membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu 

mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi 

dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. 

Pendidikan antikorupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena 

pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada 

diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, 

yaitu perubahan perilaku antikorupsi. Perubahan dari sikap membiarkan 

dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan 

korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina 

kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang 

diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul 

dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita. 

Oleh karena itu buku yang berjudul Pendidikan Antikorupsi ini hadir 

sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pendidikan 

Antikorupsi. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini 

terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena 

sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami 

dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan 

saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan 

sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.  

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia, khususnya terkait Pendidikan Antikorupsi. 

 

Oktober, 2022 
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PENGERTIAN KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Korupsi sesungguhnya sudah lama ada terutama sejak manusia 

pertama kali menganut tata kelola Administrasi. Pada kebanyakan kasus 

korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi, ataupun pemerintahan.  

Korupsi juga sering dikaitkan pemaknaannya dengan Politik. Sekalipun 

sudah dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, pengertian 

korupsi dipisahkan dari bentuk pelanggaran hukum lainnya. Selain 

mengkaitkan korupsi dengan politik, korupsi juga dikaitkan dengan sosial 

perekonomian, kebijakan publik, kebijakan Internasional, kesejahteraan 

social dan Pembangunan Nasional. Begitu luasnya aspek-aspek yang 

terkait dengan korupsi, sehingga organisasi internasional, seperti PBB 

memiliki badan khusus yang memantau korupsi dunia.  

Dasar atau keadaan untuk memberantas dan menanggulangi korupsi 

adalah memahami pengertian korupsi itu sendiri. Pada bagian ini dibahas 

mengenai pengertian korupsi berdasarkan definisi-definisi umum, korupsi 

berdasarkan pendapat para pakar, korupsi menurut peraturan perundang-

undangan dan korupsi menurut negara-negara lain.  

 

B. PENGERTIAN KORUPSI MENURUT KAMUS BAHASA INDONESIA  

Dimana-mana, gejala masyarakat yaitu korupsi dapat dijumpai. 

Berdasarkan sejarah, korupsi merupakan masalah yang hampir ada di tiap 

Negara. Suatu hal yang wajar apabila definisi korupsi selalu berubah 

mengikuti zaman. 

BAB 1 
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CIRI-CIRI BENTUK  

DAN JENIS KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN  
Tindak korupsi dalam berbagai bentuk termasuk pemerasan, 

penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan 

pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. 

Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan yang tidak disadari 

oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, 

pemberian fasilitas tertentu maupun yang lain dan pada akhirnya 

kebiasaan tersebut menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan 

keuangan negara. 

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin coruptio atau corruptus 

yang bermakna kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu, di berbagai 

negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang 

busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di 

bidang keuangan. Arti harfiah dari kata itu ialah tidak bermoral, 

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau 

memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korupsi yang telah 

diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, dapat 

disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.  

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius karena 

dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam 

masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi 
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FAKTOR PENYEBAB KORUPSI 

 

 

A. PERKEMBANGAN KORUPSI (DEFINISI HINGGA TEORI) 

Korupsi berasal dari bahasa Latin “corruptio” atau “corruptus”. 
“Corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih 
tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, 

corrupt” (Inggris), “corruption” (Prancis) dan “corruptie/korruptie” 
(Belanda). Dari asal usul bahasanya korupsi bermakna busuk, rusak, 

menggoyahkan, memutar balik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, 

baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam 

tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan 

kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan 

keuntungan sepihak. (Sariguna & Kennedy, 2017:53) 

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan 

memperoleh manfaat untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan 

masyarakat dan negara. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan 

dan pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) 

jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025. 

Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan ke dalam enam strategi, 

yakni:  

1. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan;  

2. Melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum;  
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DAMPAK MASIF KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN  

Kesejahteraan negara dapat ditinjau dari jumlah kasus korupsi yang 

ada pada suatu negara tersebut. Semakin rendah kasus korupsi pada 

negara tersebut, maka terdapat potensi negara tersebut semakin 

sejahtera dikarenakan pembangunan pada negara tersebut dilaksanakan 

secara efektif dan efisien (Banerjee & Mukherjee, 2020; Olken, 2006). 

Sedangkan menurut data yang dirilis oleh tranparency.org menyatakan 

bahwa negara-negara yang memiliki tingkat kasus korupsi tertinggi di 

dunia adalah negara-negara berkembang yang notabene tingkat 

kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah dari negara-negara maju (Fajri, 

2022; Soeharjoto et al., 2022). Di bawah ini adalah tabel 4.1 yang 

merupakan dua puluh negara dengan tingkat kasus korupsi tertinggi di 

dunia: 

Tabel 4.1 Dua Puluh Negara dengan Tingkat Korupsi Tertinggi di Dunia 

No Negara No Negara 

1 Sudan Selatan 11 Republik Demokrasi Kongo 

2 Suriah 12 Burundi 

3 Somalia 13 Cahd 

4 Venezuela 14 Sudan 

5 Yaman 15 Nikaragua 

6 Korea Utara 16 Haiti 

7 Afghanistan 17 Komoro 
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NILAI DAN PRINSIP ANTIKORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Dewasa ini Indonesia tengah dihadapkan seputar permasalahan moral 

yang tak kunjung usai, yaitu korupsi. Korupsi merupakan tindakan keji, 

tindakan jahat, tindakan merusak dan tindakan yang sama sekali tidak bisa 

dibenarkan. Korupsi pada hakikatnya merusak sendi kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara karena adanya penyalahgunaan dalam hal 

keuangan atau kekuasaan untuk keuntungan diri sendiri ataupun orang 

lain namun merugikan banyak pihak.  

Pelaku korupsi dianggap telah melakukan pengkhianatan atas suatu 

amanat yang terkait dengan tanggung jawab dan wewenang yang 

diberikan kepadanya. Perilaku tersebut tentu bertentangan dan melanggar 

moral serta hukum yang berlaku. Mengacu pada berbagai aspek yang 

menjadi penyebab terjadinya korupsi, sebagaimana telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terjadi karena 

adanya faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Faktor 

internal merupakan penyebab dari faktor individu yang meliputi perilaku 

dan nilai nilai-nilai yang dianut. Adapun penyebab terjadinya korupsi dari 

faktor eksternal ialah berasal dari lingkungan ataupun sistem. 

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan untuk mengurangi dan 

menghilangkan faktor penyebab korupsi, karena korupsi menjadi salah 

satu penyebab kemunduran suatu negara sehingga dinilai sangat penting 

untuk menanamkan sikap antikorupsi sejak dini. Pendidikan antikorupsi 

merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi 

berupa keseluruhan upaya guna mendorong generasi mendatang untuk 
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SEJARAH KORUPSI DI INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembahasan mengenai korupsi tak akan pernah ada habisnya, saat 

kita masih kecil praktik korupsi sudah menjadi bagian aktivitas sehari-hari 

tanpa kita sadari, seperti memberi uang kepada teman atau saudara 

ketika kita berbuat salah supaya tidak memberitahu guru atau orang tua 

istilahnya yaitu “uang tutup mulut”. Budaya korupsi telah menjadi bagian 
dari setiap kehidupan lapisan masyarakat dan ini menjadi masalah yang 

pelik di Indonesia karena kegiatan korupsi pun sudah terjadi sejak lama. 

Seorang pakar psikologi bernama Freederich Barlett dalam Wagoner 

mengemukakan (Wagoner, 2017): 

“Remembering is not the re-excitation of innumerable fixed, lifeless 

and fragmentary traces. It is an imaginative reconstruction or 

construction, built out of the relation of our attitude towards a whole 

active mass of organised past reactions or experience [i.e., schema], 

and to a little outstanding detail which commonly appears in image or 

in language form.” 

 

Kutipan diatas merupakan sebuah teori bernama schemata, yaitu 

proses bagaimana pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi individu 

atau sebuah group untuk memproses dan menginterpretasikan keadaan 

kini dan masa depan, individu dan group tersebut merujuk interpretasi 

yang dimiliki untuk mengambil keputusan. Terkadang sebuah schema jadi 

sangat kuat sehingga sebuah individu atau organisasi enggan untuk 

menggantikan pandangan mereka meskipun sudah terbukti salah 
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4. Kasus korupsi dalam sejarah Indonesia memiliki dampak pada setiap 

aspek. Deskripsikan aspek apa saja yang terdampak oleh perilaku 

korupsi? 

5. Apa yang melatarbelakangi diterbitkannya perpres No 87 Tahun 2016? 
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STRATEGI DAN  

UPAYA PEMBERANTASAN 

KORUPSI DI INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Pada BAB ini akan dijelaskan tentang berbagai strategi dan upaya 

pemberantasan korupsi pada bidang hukum, khususnya hukum pidana 

umumnya yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu jawaban yang 

paling tepat untuk dapat memberantas korupsi. Korupsi yang ada dan 

yang merajalela tentunya harus diatasi dengan tuntas serta dengan 

melaksanakan aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan 

yang lengkap, aparat hukum dari berbagai sektor seperti kepolisian, 

kejaksaan maupun pengadilan dan Badan khusus pemberantasan korupsi 

yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  

Dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi khususnya di 

Indonesia proses pemberantasan korupsi yang seolah masih sulit 

diselesaikan. Terdapat banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan, 

penerapan hukum yang masih belum dapat memberatkan para pelaku 

korupsi serta integritas para penegak hukum yang masih banyak diragukan 

oleh sebagian masyarakat dalam melakukan proses penindakan para 

pelaku korupsi. 
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PENDIDIKAN  

ANTIKORUPSI DI INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN  
Korupsi merupakan masalah selalu ada di belahan dunia. Hampir 

semua negara berhadapan dengan praktik korupsi. Perbedaannya ialah 

tingkat atau eskalasi praktik korupsi di negara masing-masing. Bisa 

dikatakan tidak ada negara yang bebas korupsi. Praktik atau bentuknya 

juga sangat beragam. Sehingga sangat sulit untuk menyelesaikannya 

secara total dan langsung. Dengan kata lain, korupsi sangat kompleks dan 

fenomena yang beragam (Weidman & Enkhjargal, 2008). Oleh karena itu, 

pencegahan dan penyelesaian korupsi merupakan selalu menjadi agenda 

utama. Banyak upaya dan kebijakan yang diterapkan guna meminimalisir 

korupsi. Banyak pendekatan yang digunakan dalam upaya meminimalisir 

korupsi mulai dari perbaikan tata Kelola pemerintahan, penegakan hukum, 

pendekatan ekonomi atau kesejahteraan bahkan pendekatan budaya 

termasuk pendidikan merupakan upaya-upaya untuk dianggap mampu 

meminimalisir korupsi. 

Tulisan ini difokuskan untuk mengkaji pendidikan antikorupsi di 

Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu pendekatan dalam 

penyelesaian korupsi dari segi pendidikan. Pendidikan antikorupsi di 

Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi muda 

antikorupsi. Pendidikan merupakan dianggap sebagai salah satu alternatif 

dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan dianggap sangat strategis 

karena berkaitan upaya melahirkan generasi muda (Fajar & Muriman, 

BAB 8 



 

174 | Pendidikan Antikorupsi 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Basabose, J. de D. (2019). Anti-corruption Education and Peacebuilding: 

Theubupfura project in rwanda. In Anti-corruption Education and 

Peacebuilding. Durban: Springe. https://doi.org/10.1007/978-3-030-

03365-1 

Fajar, A., & Muriman, C. (2018). Prevention of Corruption through Anti-

Corruption Education, 251(Acec), 650–653. 

https://doi.org/10.2991/acec-18.2018.145 

Fishbean, Martin & Icek Ajzen. (1973). Belief, Attitude, Intention and 

Behafior: An Introduction to Theory and Research.Addison Wesley 

Publishing : USA 

Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam 

Kurikulum Pendidikan Islam. Taklim, 10(2), 141–156. 

Halimang. (2020). Pendidikan anti kroupsi: Pendekatan hukum di Indonesia. 

Yogyakarta: Bildung Nusantara. 

Hambali, G. (2020). Evaluasi program pendidikan antikorupsi dalam 

pembelajaran. Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan 

Korupsi, 6(1), 31–45. Retrieved from 

https://doi.org/10.32697/integritasv6i1.621 

Hardi, P. (2020). Encyclopedia of Business and Professional Ethics. In 

Encyclopedia of Business and Professional Ethics. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-23514-1 

Indawati, N. (2015). The Development of Anti-Corruption Education 

Course for Primary School Teacher Education Students. Journal of 

Education and Practice, 6(35), 48–54. Retrieved from 

https://eric.ed.gov/?id=EJ1086370 

Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. 

Gorontalo Law Review, 1(1), 25-38. DOI: 

https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.95 

KPK. (2006). Memahami untuk membasmi: Buku panduan untuk 

memahami tindak pidana korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan 

Korupsi. 



 

 Pendidikan Antikorupsi di Indonesia | 175 

Manurung, E. H. & Heliany, I. (2020). Tindakan Preventif Yang Harus 

Dilakukan Dalam Menumbuhkan Pendidikan Antikorupsi Bagi 

Generasi Muda. JURNAL USM LAW REVIEW 3(1), 219-234. 

DOI:10.26623/julr.v3i1.2381 

Modern Didactic Center (2006) Anti Corruption Education At School. 

Garnelish Publishing: Vilnius. Lithuania. 

Montessori, M. (2012). Pendidikan Antikorupsi sebagai Pendidikan 

Karakter di Sekolah. Jurnal Demokrasi, 11(1), 292-301.s 

Prasetyo, D., Muharam, R. S., & Sembada, A. D. (2021). Integrasi 

pendidikan antikorupsi dalam pendidikan kewarganegaraan di 

perguruan tinggi, 9(2), 58–69. 

Puspito, N. T., S, M. E., Utari, I. S., Kurniadi, Y., Sofia, A. I., Karsona, A. 

M., … Wibowo, A. P. (2011). Pendidikan Anti-Korupsi di Indonesia 

untuk Perguruan Tinggi. 

Qodir dkk,. 2003.Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogjakarta: 

Media Wacana Press. 

Shobirin, M. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar UNISSULA, 1(2), 107-117. DOI: 

http://dx.doi.org/10.30659/pendas.1.2.107-117 

Subkhan, E. (2020). Pendidikan Antikorupsi Perspektif Pedagogi Kritis. 

INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 15–30. Retrieved from 

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/649 

Sumaryati, Murtiningsih, S., Murtiningsih, S., Septiana, & Maharani, D. P. 

(2020). Penguatan pendidikan antikorupsi perspektif esensialisme. 

Integritas: Jurnal Antikorupsi, 6(1), 1–14. 

https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.408 

Suyato, T. (2005). Pendidikan nti korupsi dan pengembangan budaya 

sekolah. JPIS, XIII(23). 

Weidman, J. C., & Enkhjargal, A. (2008). Corruption in higher education. 

International Perspectives on Education and Society, 9(4), 63–88. 

https://doi.org/10.1016/S1479-3679(08)00003-0 

Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti 

Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. Muqoddima 

Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi, 2(1), 1–18. 

https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01 



 

176 | Pendidikan Antikorupsi 

Wibawa, D. S. , Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan Anti 

Korupsi sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif. MUQODDIMA 

Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, 2(1), 1-18. DOI: 

10.47776/MJPRS.002.01.01 

Widiartana, G., & Satriawan, V. P. (2020). Urgensi pendidikan antikorupsi 

terhadap pencegahan korupsi dalam pendidikan dasar. Jurnal 

Hukum Mimbar Justitia, 6(2), 173–189. 

Yamin, M. (2016). Pendidikan Antikorupsi. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan 

Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). Journal of 

Development and Social Change, 1(2), 178. 

https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058 

Qodir dkk,. (2003).Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Yogjakarta: 

Media Wacana Press. 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 

BAB 9: KERJA SAMA 

PENCEGAHAN KORUPSI 

 

 

 
Dr. Margie Gladies Sopacua, S.H., M.H 

Fakultas Hukum Universitas Pattimura  



 

178 | Pendidikan Antikorupsi 

 

 

 
 
KERJA SAMA  

PENCEGAHAN KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Tindak Pidana Korupsi saat ini sangat hangat diperbincangkan 

diseluruh kalangan masyarakat, media massa maupun media cetak. Tindak 

pidana korupsi marak dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara yang 

telah dipercaya oleh masyarakat dapat mensejahterakan rakyat tetapi 

justru membuat kerugian bagi negara. Korupsi di Indonesia bahkan sudah 

tergolong extra-ordinary crime atau kejahatan luar biasa karena telah 

merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi 

juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan 

hukum keamanan nasional (Djaja, 2010, h.13). 

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “Korupsi” (dari bahasa Latin: 
corruption maksudnya penyuapan, corruptore artinya adalah merusak) 

gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan 

wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta 

ketidakberesan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang 

busuk, jahat, dan merusak. Berbicara tentang korupsi menyangkut 

berbagai hal baik dari segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan 

dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewenangan kekuasaan 

dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta 

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah 

kekuasaan jabatannya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi 

memiliki arti yang luas yaitu:  
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TINDAK PIDANA  

KORUPSI DALAM PERATURAN 

PERUNDANG-UNDANGAN 

 

 

A. PENDAHULUAN 
Fenomena korupsi di Indonesia sudah ada sejak negeri ini belum 

merdeka, maka sejarah perkembangan pemberantasan korupsi cukup 

panjang dan melelahkan. Salah satu bukti adanya sejarah korupsi ada, 

sejak masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu adanya kebudayaan 

memberi upeti oleh beberapa golongan masyarakat Indonesia pada jaman 

penjajahan kepada penguasa setempat. Untuk memberantas tindak 

pidana Korupsi di Tanah Air perlu penanganan yang serius oleh 

pemerintah yang berkuasa dan keinginan politik yang serius. Politik 

pemberantasan korupsi dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan 

yang diterbitkan oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Lahirnya 

undang-undang khusus untuk mengatur tindak pidana pemberantasan 

korupsi serta penerapan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang 

melalui dorongan dari pemerintah yang berkuasa, yang harus diterapkan 

oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas tindak 

pidana korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tanpa tebang 

pilih.  

Adanya undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan memberantas 

korupsi secara serius. Selain dibentuknya peraturan perundang-undangan 

sebagai payung hukum namun diperlukan juga sosialisasi dimasyarakat 
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PENCEGAHAN KORUPSI 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Fenomena tindak pidana korupsi masih menjadi perbincangan yang 

sering kita temui di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Indonesia 

merupakan salah satu negara yang memiliki nilai indeks persepsi praktek 

tindak korupsi yang cukup tinggi. Tercatat bahwa Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 1.194 kasus tindak pidana 

korupsi sejak tahun 2004 hingga 2021. Menurut data yang dimiliki oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jenis perkara tindak pidana korupsi 

yang paling banyak adalah kasus penyuapan, yakni sebanyak 775 kasus. 

Kasus penyuapan yang berhasil ditangani oleh Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) terbanyak pada 2018 yakni sebanyak 168 kasus. Diikuti 

kemudian pada tahun 2019 dan 2017, dengan masing-masing sebanyak 

119 kasus dan 93 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak 

pidana korupsi yang terbanyak ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) selanjutnya yakni 266 kasus. Selain itu, sebanyak 50 kasus 

penyalahgunaan anggaran telah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) sejak 2004 hingga tahun lalu. Kemudian, sebanyak 41 kasus tindak 

pidana pencucian uang (TPPU) juga telah ditangani Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Posisi berikutnya adalah kasus pungutan atau pemerasan 

sebanyak 26 kasus. Kemudian berikutnya adalah kasus perizinan dan 

penghalangan penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. 

Indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International 

Indonesia menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada pada peringkat 96 

dari 180 negara pada awal tahun 2022. Perilaku korupsi di Indonesia 
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KEJAHATAN KORUPSI DALAM 

PERSPEKTIF KRIMINOLOGI 

 

 

Sebagian besar pendekatan teoretis yang menjelaskan korupsi jatuh di 

bawah disiplin ilmu politik dan ekonomi dengan beberapa referensi 

sosiologi dan/atau kriminologi. Bab ini memperluas kerangka teoretis yang 

saat ini digunakan di korupsi literatur dan membantu memperluas diskusi 

tentang mengapa dan bagaimana individu, organisasi dan negara 

melakukan tindakan korupsi. Politik ilmu pengetahuan dan ekonomi fokus 

pada pengukuran korupsi dan strategi pencegahan dan memandang off 

ender sebagai aktor yang sebagian besar rasional. Este menggemakan 

beberapa pendekatan kriminologis—seperti pilihan rasional (Wilson dan 

Herrnstein, 1985:9) dan aktivitas rutin (Cohen dan Felson, 1979:98), tetapi 

ini, baik dalam literatur korupsi maupun kriminologi, tidak benar-benar 

fokus pada mengapa individu dan organisasi menentang korupsi, karena 

tindakan dianggap hanya sebagai rasional dan mementingkan diri sendiri. 

Di dalam literatur pada pendekatan kriminologi rasional dan korupsi fokus 

utama sedang mempersulit tindakan seperti itu terjadi dengan mengubah 

proses dan struktur untuk mencegah akses ke celah dan jalan korupsi. 

Seperti diketahui bahwa perkara Tindak pidana korupsi merupakan 

perkara yang dapat digolongkan kedalam apa yang disebut: White collar 

crime´ yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya 

kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan 

tugas/pekerjaannya. Menurut pendapat Edwin H. Sutherland dalam 

bukunya Principles of Criminology´ yang dikutip oleh Momon 
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